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Mohashwd 8hatdbuddin

Artikulasi Islam Nusantara

Dalam Perjuangan Agraria

Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
m-shohib@apps.ipb.ac.id

Abstract: This article focuses on a specific topics rarely discussed in
the scholarship of Islam Nusantara, namely the contribution of Islam
Nusantarain addressing agrarian problems experienced by the community.
To reveal such contribution, the author proposes the perspective of
“access and exclusion” as a theoretical framework for understanding the
nature of social struggle in the agrarian field. Based on this, the author
will disclose the contribution of Islam Nusantara in “pursuing access”
and at the same token “preventing exclusion” within various situations
of agrarian struggle, starting from the family level (as concerned with
inheritance system and joint marital property) to broader level of socio-
agrarian relations (as related to inequalities in land tenure, relations of
production and spatial allocation). In addition, the author will examines
“agrarian ijtihad” issued by Nahdlatul Ulama and also proposes the idea
of “agrarian waqf”—both constitute religious responses to “challenges of

1 Artikel ini merupakan pengembangan dari presentasi yang penulis sampaikan pada Simposium
Nasional “Islam Nusantara dan Tantangan Global,” diselenggarakan oleh Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia (UNUSIA) di Gedung PBNU, Jakarta, 8 Februari 2020.
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access” and “threats of exclusion” taking place within the community.

Keywords: Islam Nusantara, struggle for access; struggle against
exclusion; agrarian ijtihad; Nahdlatul Ulama; agrarian waqf

Abstrak: Tulisan ini mengangkat satu topik kajian yang jarang
diperhatikan dalam kesarjanaan Islam Nusantara yang berkembang pesat
dewasa ini, yaitu kontribusi Islam Nusantara pada pergulatan agraria
yang dihadapi masyarakat. Untuk mengungkapkan kontribusi ini, penulis
menawarkan perspektif “dialektika akses dan eksklusi” sebagai kerangka
teoritis untuk memahami inti pergulatan sosial dalam bidang agraria.
Dari sini penulis akan memperlihatkan kontribusi Islam Nusantara
dalam “mengupayakan akses” dan sekaligus “mencegah eksklusi” pada
aneka situasi pergulatan agraria yang dialami masyarakat, mulai dari
level keluarga (seperti menyangkut harta waris atau harta pencaharian
bersama) hingga level relasi sosio-agraria yang lebih luas lagi (seperti
menyangkut ketimpangan agraria, relasi produksi dan alokasi ruang).
Selain menyajikan tiga kasus di level keluarga dan dua kasus yang lebih
umum di level masyarakat, penulis secara khusus juga mengulas “ijtihad
agraria” yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama dan sekaligus menawarkan
gagasan mengenai “wakaf agraria’—keduanya sebagai respons keagamaan
atas tantangan akses dan ancaman eksklusi yang berlangsung di tengah
masyarakat.

Kata Kunci: Islam Nusantara; perjuangan akses; perjuangan kontra-
eksklusi; ijtihad agraria; Nahdlatul Ulama; wakaf agraria

Islam Nusantara, Vol. 1, No. 1, July 2020 | 42



3 sld) 55430 Ll 1oyd Leguinge ol Ida (8L suaddl
Axdlas @ "lilass el 3562 32 5 il b’ Jle
Bialys 3 9 -ouaioli¥] paizll Lo loy 1 a3l JSLALI Lamy
5 Jsosll "z Jleatuls Eoldl aghy gzl lia
Jre & Recleandl 35l o o) glas UL "l
5359 "Lt BMal” Sloleal G Ll o yay (Lia 5 el 3]
SISyl CaBlgn piay § "slaud ada” 5" el xd” Aglns
o ll Jlgwdls dalazll 5oe¥I€) Aslall Sotuns (o sty cAue! 3!
delylly g laadl oy WMl Gotwn G (Lusl Jlsa¥l o
& Bolud) aue g uclaraYl Byzally Aalaall H9a¥S) augl JSiy
Sl @pasatll 9 LY o A8Mall of o) e @Sl 3>
"alalea s Laal Gidlus coldl of LS (GISL Ldasall
abgll" 5,88 #Ii8ly Al yeadl slaladl Lap dsen

NESTL L) (F SCESUNEEP AR
wo sl dsmsll sz hlilugs ) Aslagl el
(FloF el lalall a0 sl ol

43 | Mohamad Shohibuddin



Pendahuluan

slam Nusantara, sebagai hasil dari dialog kreatif antara nilai dan ajaran

universal Islam dengan konteks spesifik di wilayah Nusantara, semakin

menarik perhatian akademis para sarjana dari berbagai penjuru dunia.
Halini terbukti dari publikasiilmiah mengenai topik ini yang terus meningkat
selama beberapa tahun terakhir. Di tengah perkembangan positif semacam
ini, sayangnya, masih sedikit perhatian yang secara khusus ditujukan
pada kontribusi Islam Nusantara dalam merespons berbagai persoalan
agraria. Hal ini sangatlah mengherankan karena relasi-relasi sosial terkait
penguasaan dan pemanfaatan tanah (baca: social relations of property)
merupakan pergulatan yang selalu dialami masyarakat Nusantara. Dalam
sejarahnya, pergulatan semacam ini bahkan telah melahirkan berbagai
respons keagamaan yang genuine, baik dalam bentuk fatwa dari ulama
dan organisasi Islam maupun kebijakan dari pemerintah.

Secara tipikal, respons keagamaan atas berbagai problem agraria
semacam ini dapat dianggap sebagai artikulasi Islam Nusantara par
excellence. Setidaknya, ada dua alasan utama yang bisa diajukan untuk
mendukung pernyataan ini. Pertama, ditilik secara konseptual, respons
keagamaan tersebut tidak terlepas dari karakter dasar Islam Nusantara itu
sendiri yang memang memiliki kepedulian tinggi bukan saja pada agenda
pribumisasi, akan tetapi pada saat yang sama juga agenda transformasi.
Kedua, respons keagamaan itu secara faktual juga memperlihatkan upaya
nyata untuk mengejawantahkan kedua agenda ini sebagai solusi atas
berbagai pemasalahan agraria yang dihadapi oleh masyarakat di Nusantara.
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Merujuk Shohibuddin,* konseptualisasi dua agenda Islam Nusantara
di atas—yakni pribumisasi dan transformasi—secara normatif bertolak dari
kualifikasi umat Islam sebagai “umat terbaik” (khayr ummah) dalam QS.
Alu Tmran/3: 110. Menurut ayat ini, selain ditentukan oleh keimanan
kepada Allah SWT, “umat terbaik” juga dicirikan oleh kepedulian tinggi
untuk mewujudkan al-ma‘rif dan sekaligus menghindarkan al-munkar.

Secara leksikal, apa yang disebut al-ma riif adalah “segala hal yang sudah
dikenal luas”, baik karena termasuk kebiasaan lokal yang dianggap baik,
merupakan nilai-nilai kebaikan universal, atau mencermikan common
sense. Sejalan dengan ini, kata al-marif kemudian dipahami sebagai konsep
yang merujuk segala sesuatu yang diinsyafi dan diterima masyarakat
sebagai kebajikan dan keutamaan karena sejalan dengan akal sehat, hati
nurani, dan fitrah dasar kemanusiaan.’ Tidak heran jika istilah al-ma‘rif
ini mempunyai keterkaitan semantik yang erat dengan istilah al-‘urf dalam
QS. Al-A‘rat/7: 199 yang secara leksikal memiliki arti “kebiasaan atau adat
istiadat yang baik”.*

Pemahaman al-ma’riif semacam inilah yang mengantarkan pada
agenda pertama Islam Nusantara, pribumisasi, yakni upaya mendialogkan
universalisme Islam dengan lokalitas Nusantara. Di sini penting dicatat
dua bentuk translasi yang berlangsung secara intens selama proses kreatif
pribumisasi ini, yakni apa yang penulis istilahkan sebagai “indijenisasi”
dan “universalisasi”. Dalam indijenisasi, terjadi suatu proses di mana
pesan-pesan transendental dan moral Islam yang bersifat universal itu
dibumikan di Nusantara dengan memanfaatkan (sekaligus memodifikasi)
aneka konsep, simbol budaya, arsitektur, dan pranata sosial-politik yang

2 Mohamad Shohibuddin, “Dua Wajah Islam Nusantara,” Koran Sindo, 11 April 2017.

3 Barangkali karena ini, QS. Alu Tmran/3: 104 menyandingkan kata al-ma‘riif dengan kata al-khayr
yang berarti “kebaikan”

4 Padakenyataannya, kata al- urf memang berbagi akar kata yang sama dengan al-ma‘riif, dan karena
itu konsep al-‘urf haruslah dipahami sebagai suatu bentuk institusionalisasi atau pelembagaan (tentunya,
dalam konteks historis dan geografis yang spesifik) atas segala hal yang telah diterima luas sebagai kebaikan,
keutamaan dan kepentingan bersama.
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telah ada, dikenal dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat. Dalam
universalisasi, sebaliknya, terjadi proses yang berbalik arah, yakni dari
partikularitas menuju universalitas. Proses ini merujuk kepada bagaimana
nilai, norma sosial dan adat istiadat yang diterima sebagai kebajikan dan
keutamaan di aras lokal (baca: al-‘urf) diangkat dan kemudian diadopsi
menjadi bagian dari hukum Islam yang berlaku lebih luas (misalnya saja,
di tingkat nasional) karena kesesuaiannya dengan spirit dan prinsip dasar
Syariat Islam. Di sini berlaku satu ketentuan dalam yurisprudensi Islam:
al-ddah muhakkamah (adat kebiasaan yang baik bisa dijadikan sebagai
aturan hukum).

Agenda Islam Nusantara yang kedua, yakni transformasi, merupakan
kepedulian yang tidak kalah penting. Sebagaimana diketahui, perintah
Allah untuk mencegah dan menghindarkan al-munkar selalu mengiringi
perintah-Nya untuk mewujudkan al-ma7if. Pada kenyataannya, objek
dua perintah Allah ini tidak terpisah satu sama lain sehingga pelaksanaan
keduanya juga harus bersifat simultan. Apabila al-ma’rif berarti sesuatu
yang telah diketahui dan diterima luas karena sejalan dengan akal sehat,
hati nurani dan fitrah kemanusiaan, maka al-munkar adalah sesuatu yang
justru diingkari secara luas karena ia menyalahi akal sehat, hati nurani
dan fitrah kemanusiaan. Karena itu, tidak mungkin untuk mewujudkan
al-marif tanpa pada saat yang sama juga mencegah dan merombak al-
munkar. Atau dinyatakan secara berbeda, agenda pribumisasi belaka tidak
akan berdampak nyata tanpa disertai dengan agenda transformasi. Hanya
dengan kombinasi dua agenda inilah maka Islam Nusantara dapat benar-
benar dirasakan keberadaannya sebagai kekuatan pembebasan.

Sepanjang sejarah Nusantara, kedua agenda di atas juga terus diupayakan
perwujudannya oleh umat Islam, termasuk ketika berkaitan dengan isu
agraria. Sebagai ilustrasi, bukankah adopsi sistem gono-gini di Jawa (atau
sebutanlainnyadidaerahlain)adalahresponskeagamaan untuk melindungi
hak istri atas harta perkawinan (marital property); suatu bentuk realisasi al-
marif melalui “universalisasi” atas kebiasaan lokal yang baik dan diterima
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luas? Di sisilain, bukankah perjuangan melawan penjajah yang digelorakan
para ulama Nusantara adalah jihad melawan al-munkar, termasuk yang
terwujud dalam bentuk kemungkaran agraria (seperti ditunjukkan oleh
kasus Perang Diponegoro, misalnya)?’

Merambah Jalan Baru Islam Nusantara

Sayangnya, meskipun memiliki banyak preseden historis seperti
diilustrasikan secara sekilas di atas, namun kiprah dan kontribusi Islam
Nusantara dalam memberikan respons atas berbagai persoalan agraria di
tanah air ini justru tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Hal
ini terjadi tidak saja di kalangan para sarjana dan peneliti Islam Nusantara,
namun ironisnya juga dapat ditemukan pada sebagian eksponen Islam
Nusantara itu sendiri.

Apabila pengabaian semacam ini tidak segera diluruskan, maka
eksistensi Islam Nusantara di masa depan dikhawatirkan akan mengalami
krisis relevansi. Sebab, di tengah rekonfigurasi kapitalisme global yang
berlangsung dengan penuh kekerasan dewasa ini, masyarakat Indonesia
dihadapkan pada persoalan agraria dan ekologi yang makin beragam,
bertambah kompleks, dan berlangsung pada skala yang lebih luas dan
massif.® Sudah barang tentu, tantangan besar semacam ini menuntut
respons keagamaan yang sepadan pula (selain respons dalam bentuk
lainnya)—apabila relevansi Islam Nusantara memang hendak terus
diwujudkan di seluruh penjuru tanah air.

Artikel ini dimaksudkan sebagai ikhtiar sederhana penulis untuk turut

5 Dalam konteks kontemporer, perjuangan melawan kemungkaran agraria ini dilakukan, sebagai
misal, oleh Kiai Nur Aziz dan Sutrisno Rusmin di Kendal. Bersama para petani penggarap, keduanya
menentang tindakan PT Sumurpitu Wringinsari yang melakukan tukar guling atas lahan HGU yang
ditelantarkannya sejak 1970 kepada PT Semen Indonesia. Perlawanan ini membuat keduanya harus
mendekam di sel penjara selama hampir dua tahun dan baru dibebaskan pada 13 Mei 2019 setelah
mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo berkat desakan dari PBNU dan kalangan gerakan agraria.

6 Untuk ilustrasi mengenai berbagai persoalan agraria dan ekologi kontemporer ini, lihat misalnya:
Mohamad Shohibuddin dan Adi D. Bahri, ed. Perjuangan Keadilan Agraria, (Yogyakarta, Bogor, Jakarta
dan Bandung: Insist Press bekerja sama dengan Sajogyo Institute, Bina Desa, Akatiga, 2019).
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menumbuhkembangkan jalan baru kajian dan sekaligus praksis Islam
Nusantara yang sensitif terhadap permasalahan agraria dan ekologi yang
terjadi di tanah air. Sebagai langkah rintisan, penulis akan menawarkan
perspektif “dialektika akses dan eksklusi” sebagai sebuah kerangka teoritis
untuk memahami inti dari pergulatan sosial di bidang agraria. Berdasarkan
kerangka teoritis ini, penulis selanjutnya akan menelusuri kontribusi
Islam Nusantara pada perjuangan agraria dalam berbagai ranahnya, baik
menyangkut kiprah historisnya di masa lalu maupun peran yang dituntut
untuk dimainkannya di masa kini.

Secara khusus, pertanyaan kunci yang akan menjadi pokok bahasan
artikel ini adalah sebagai berikut:

Apa saja artikulasi Islam Nusantara dalam upayanya “menjamin akses”
dan sekaligus “mencegah eksklusi” dalam berbagai situasi pergulatan agraria

yang dihadapi oleh masyarakat?

Untuk mengelaborasi pertanyaan kunci di atas lebih lanjut, beberapa
pertanyaan turunan sebagai berikut akan didiskusikan yang sekaligus akan
memandu sistematika penulisan artikel ini.

1. Bagaimanakah artikulasi Islam Nusantara dalam merespons pergulatan
agraria di level keluarga?

2. Pada ranah sosial yang lebih luas, bagaimana artikulasi Islam Nusantara,
khususnya yang disuarakan secara kelembagaan oleh Nahdlatul Ulama,
dalam merespons berbagai persoalan agraria yang dihadapi masyarakat?

3. Sejauh manakah skema wakaf dapat dikembangkan sebagai terobosan
“jjtihad agraria” Islam Nusantara dalam rangka mengejawantahkan kedua
agendanya secara simultan, yakni pribumisasi dan transformasi?

Sesuai rumusan tiga pertanyaan yang tersebut di atas, artikel ini akan
mendiskusikan secara rinci respons-respons keagamaan seperti apakah yang
telah diartikulasikan demi “mengupayakan akses” dan sekaligus “mencegah
eksklusi” dalam pergulatan agraria yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini
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secara khusus akan ditelusuri mulai dari level keluarga (seperti menyangkut
harta waris dan harta pencaharian bersama) hingga relasi sosio-agraria
yang lebih luas di level masyarakat (misalnya terkait ketimpangan dalam
penguasaan tanah, relasi produksi dan tata ruang).”

Berkenaan dengan respons keagamaan di ranah sosial yang lebih luas,
“ijtihad agraria” yang dikeluarkan Nahdlatul Ulama akan dijadikan fokus
artikel ini, baik dalam bentuk keputusan bahtsul masdil yang dikeluarkan
forum pengambilan keputusan di pusat maupun dalam bentuk peran dan
posisi NU di tengah pro dan kontra program land reform di era 1960-an.
Terakhir, artikel ini juga mengusulkan gagasan “wakaf agraria” sebagai
terobosan mewujudkan “ijjtihad agraria” Islam Nusantara.

Namun, sebelum memulai pembahasan semua topik di atas, pada bagian
berikut akan disajikan terlebih dahulu kerangka teoritis yang digunakan
dalam artikel ini.

Dialektika Akses dan Eksklusi

Pada dasarnya, pergulatan agraria yang dihadapi oleh masyarakat
tidak pernah lepas dari dialektika antara “kekuatan akses” di satu sisi dan
“kekuatan eksklusi” di sisi lain. Kedua hal ini adalah ibarat sekeping koin
yang salah satu sisinya tidak dapat dibayangkan tanpa keberadaan sisi
lainnya. Begitulah, seperti dua sisi mata uang, akses dan eksklusi selalu
ditemukan secara serentak pada setiap relasi sosial kepemilikan (social
relations of property)—yang dalam konteks artikel ini berkaitan dengan
penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya (air, ruang
angkasa, dan berbagai kekayaan alam yang dikandungnya).

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan akses itu? Mengacu

7 Sebagai catatan, kendati fokus artikel ini adalah artikulasi Islam Nusantara, namun dalam uraian
mengenai respons keagamaan atas pergulatan agraria di level keluarga dan ranah sosial yang lebih luas
penulis juga akan merujuk kepada landasan normatif dan preseden historis pada masa Nabi Muhammad
SAW dan para sahabat. Selain itu, pada bagian yang relevan, penulis juga akan melakukan perbandingan
pada kasus-kasus di belahan dunia yang lain dalam rentang waktu yang berbeda-beda.
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Ribot dan Peluso,® akses dapat didefinisikan sebagai “kemampuan (ability)
menarik manfaat dari sesuatu (things)”. Di sini, Ribot dan Peluso
menekankan bahwa apa yang dapat membuat seseorang mampu menarik
manfaat tertentu dari sesuatu tidaklah ditentukan semata-mata oleh hak
legal yang dimilikinya. Alih-alih, kernampuan itu terutama ditentukan oleh
“simpul-simpul kekuatan” (bundles of powers) yang lebih luas di mana hak
legal hanya merupakan salah satu bentuknya semata.

Adapun pengertian dari “sesuatu” (things) yang menjadi sasaran untuk
diambil manfaatnya ini dapat mencakup apa saja yang dianggap berharga.
Ia dapat berupa materi (seperti harta benda), perorangan (seperti pemilik
otoritas), institusi (seperti norma hukum agama), dan sebagainya. Dalam
konteks artikel ini, “sesuatu” di sini bisa berupa benda-benda material seperti
tanah, air, udara, hutan, mineral, karbon, dan sebagainya; atau berupa
tokoh otoritatif dan pranata sosial-keagamaan yang terlibat (dilibatkan)
dalam pergulatan memperoleh manfaat dari berbagai benda material tadi.

Mengingat kemampuan memperoleh manfaat dari sesuatu tidaklah
given (sebaliknya, selalu bersifat relasional dalam kaitan dengan ragam
“simpul kekuatan” yang tersedia), maka serentak dengan itu ia sekaligus
dibayang-bayangi oleh hambatan atau kendala dari pasangan dialektisnya
sendiri, yaitu eksklusi.” Apa yang dimaksud dengan eksklusi di sini adalah
“berbagai cara yang melaluinya seseorang dicegah untuk dapat memperoleh
manfaat dari sesuatu.”' Seperti halnya pada kasus akses, maka di sini pun
faktor-faktor yang menentukan terjadinya eksklusi adalah berbagai
“simpul kekuatan” dalam arti luas dan tidak terbatas pada hak legal semata.
Perbedaan di antara keduanya adalah: apabila pada kasus akses berbagai

8 Jesse C. Ribbot dan Nancy Lee Peluso, “A Theory of Access.” Rural Sociology 68, No. 2 (2003): p.
154-155.

9 Mohamad Shohibuddin, Eko Cahyono, Adi Dzikrullah Bahri, “Undang-Undang Desa dan Isu
Sumber Daya Alam: Peluang Akses atau Ancaman Eksklusi?” Wacana 19, No. 36 (2017): p. 37.

10 Derek Hall, Philip Hirsch, Tania Murray Li, Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia,
(Singapore: NUS Press, 2011), p. 7.
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simpul kekuatan tadi memampukan seseorang untuk menarik manfaat
tertentu dari sesuatu, maka di sini berbagai simpul kekuatan tersebut justru
menghalang-halangi yang bersangkutan dari menarik manfaat tertentu
dari sesuatu. Atau singkatnya, membuat orang tersebut gagal mewujudkan
akses.

Dalam kasus akses, berbagai simpul kekuatan yang menjadi faktor
penentu itu dapat dipilah menjadi tiga kategori sebagai berikut. Pertama
adalah kekuatan dalam bentuk hak-hak legal, seperti akses yang didasarkan
pada hukum agama, hukum adat, dan undang-undang. Kedua adalah
kekuatan dalam bentuk berbagai mekanisme ilegal, misalnya seseorang
menggunakan kedudukan politiknya untuk mewujudkan akses, kendati
secara legal ia tidak memiliki hak sama sekali terhadapnya. Ketiga adalah
kekuatan berupa berbagai mekanisme struktural dan relasional yang
bentuknya lebih beragam, misalnya penguasaan dan/atau pengendalian atas
berbagai faktor berikut: teknologi, modal, pasar, tenaga kerja, pengetahuan,
otoritas, jaringan berbasis identitas, dan sebagainya."

Demikian pula, terdapat sejumlah simpul kekuatan yang menyebabkan
proses eksklusi terjadi. Secara umum, hal ini dapat dikelompokkan menjadi
empat kategori sebagai berikut. Pertama adalah regulasi, misalnya saja
peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang lebih memfasilitasi pemilik
modal besar memperoleh kemudahan berusaha dan lahan luas,'* sementara
di sisi lain pemerintah justru mempersulit prosedur pelaksanaan program
redistribusi tanah untuk rakyat. Kedua adalah paksaan (force), yakni
eksklusi dengan cara penggunaan kekerasan atau ancaman penggunaan
kekerasan. Ketiga adalah pasar sebagai faktor yang dapat membatasi akses
melalui mekanisme harga dan insentif ekonomi lainnya. Keempat adalah
legitimasi yang menciptakan landasan moral untuk memaksakan klaim-
klaim yang bersifat eksklusif, termasuk menjadikan proses eksklusi melalui

11 Jesse C. Ribbot dan Nancy Lee Peluso, “A Theory of Access.”

12 Contohnyaadalah RUU Cipta Kerjayangsaat penulisan artikel ini sedang digenjot proseslegislasinya
di DPR di tengah gelombang penolakan masyarakat luas, termasuk PBNU dan PP Muhammadiyah.
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tiga kekuatan sebelumnya sebagai sesuatu yang bisa diterima secara politik
dan sosial."?

Dalam Gambar 1 berikut ini dirangkum berbagai kekuatan akses
dan eksklusi di atas serta keterkaitan timbal baliknya satu sama lain.

tenaga kerja, pengetahuan, otoritas, identitas » Exclusion by market
sosial, kekuatan negosiasi, dan sebagainya) # Exclusion by legitimation

Gambar 1. Dialektika Akses dan Eksklusi serta
Berbagai Simpul Kekuatan yang Membentuknya

Seperti telah dikemukakan, dua proses akses dan eksklusi ini tidaklah
bersifat berurutan (sekuensial), namun berlangsung serentak pada saat
yang bersamaan.' Sebagai contoh, agar akses atas tanah bisa diperoleh,
dipertahankan, ataupun diakumulasi, maka seseorang akan menjalankan
eksklusi terhadap pihak lain. Jadi, ketika akses atas tanah dapat diwujudkan
oleh satu pihak, maka pada saat yang sama ada pihak lain yang aksesnya
menjadi tertutup, berkurang atau bahkan lenyap sama sekali.

13 Derek Hall, Philip Hirsch, Tania Murray Li, Powers of Exclusion, p. 4-5.

14 Cf. Mohamad Shohibuddin, Eko Cahyono, Adi Dzikrullah Bahri, “Undang-Undang Desa dan Isu
Sumber Daya Alam.”

Islam Nusantara, Vol. 1, No. 1, July 2020 | 52



Contoh lain adalah proses eksklusi yang terjadi melalui suatu program
yang justru pada awalnya ditujukan untuk mewujudkan akses. Karena
desain dan prosedur pelaksanaan program tersebut sedemikian rumit
dan berbelit-belit, maka beberapa orang yang berhak justru tersisih dari
peluang menjadi penerima manfaat. Di sinilah terletak arti “dialektika
akses dan eksklusi”; yaitu bahwa dua proses ini selalu hadir pada semua
relasi sosial, termasuk di seputar “persoalan-persoalan agraria”

Mengenai apa yang dimaksud dengan “persoalan agraria” di sini,
secara umum ia dapat dibedakan menjadi empat kategori berikut. Pertama
adalah persoalan ketidakpastian/kerentanan (insecurity) dalam penguasaan
dan pemilikan sumber-sumber agraria (SSA). Kedua adalah persoalan
ketimpangan (inequality) dalam penguasaan dan pemilikan SSA. Ketiga
adalah persoalan ketidakadilan (unfairness) dalam relasi produksi dan
distribusi surplus. Dan terakhir adalah persoalan ketidakserasian pada aras
bentangalamyanglebih luas, yaitu mengenai ketidakpastian, ketidaksesuaian
dan ketimpangan dalam penataan ruang dan pemanfaatan SSA yang pada
gilirannya akan berdampak buruk pada kondisi ekologi.””

Bertolak dari perspektif teoritis di atas, artikel ini lebih lanjut akan
membahas berbagai situasi pergulatan agraria yang terjadi di Nusantara, dan
dari sini berusaha untuk menunjukkan respons keagamaan yang diberikan
terhadap berbagai persoalan agraria yang dihadapi masyarakat tersebut,
baik respons itu dalam bentuk “jaminan akses” maupun “kontra-eksklusi”.

Pergulatan Agraria di dalam Keluarga
Kasus 1: Bagian Waris Anak Perempuan

Dalam hukum Islam, bagian waris anak perempuan adalah separuh dari
bagian anak lelaki. Jadi, rasio antara anak laki-laki dan perempuan dalam

15 Keempat jenis persoalan agraria ini dijelaskan secara panjang lebar dalam: Mohamad Shohibuddin,
Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan dan Kajian Empiris, (Yogyakarta, Bogor dan Jakarta: STPN Press,
Sajogyo Institute, PSA IPB, dan KPA, 2018), Bab 1.
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pembagian harta peninggalan orang tua adalah 2:1. Di sini kita melihat
adanya alokasi akses yang tidak sama atas harta waris: anak perempuan
mendapatkan proporsi bagian yang lebih kecil dibanding anak laki-laki.
Ternyata, fakta ketidaksamaan hak waris di antara anak keturunan ini
dapat menjadi sumber kegelisahan tersendiri ketika jenis harta warisan
berupa tanah pertanian.

Dalam beberapa hadits dituturkan bahwa ketika Umar bin Khathab
memperoleh harta rampasan perang berupa kebun kurma yang subur di
Khaibar, ia justru merasa gundah gulana. Dalam pengakuan Umar, kebun
ini merupakan harta benda paling berharga yang pernah dimilikinya.
Kegalauan semacam ini dapat dijelaskan antara lain karena harta kaum
Muhajirin ketika masih tinggal di Mekah pada dasarnya adalah harta yang
berkaitan dengan aktivitas perniagaan, seperti modal, barang niaga, hewan
tunggangan, dan harta-harta bergerak lainnya. Tetapi, setelah mereka hijrah
ke Madinah dan kemudian sebagian dapat memiliki tanah pertanian, maka
perkembangan ini memberi mereka suatu jenis property yang sama sekali
baru. Sebab, tanah adalah jenis harta benda yang bersifat tidak bergerak
(fixed property); jauh berbeda dari harta perniagaan yang bersifat “cair” dan
menuntut perputarannya secara terus-menerus dalam usaha perdagangan.

Ketika Umar mengadukan kegalauannya kepada Rasulullah SAW, beliau
memberikan solusi sebagai berikut: “Pertahankan pokok harta itu, lantas
sedekahkanlah hasilnya!” Hadits inilah yang kemudian dijadikan ulama figh
sebagai dalil bagi anjuran wakaf. Berdasarkan hadits ini, Umar memutuskan
mewakafkan kebun kurmanya di Khaibar dan tidak menjadikannya sebagai
harta peninggalan bagi ahli warisnya. Hasil panen dari kebun wakaf itulah
yang kemudian dibagikan secara adil oleh Umar.

Menariknya, Umar menetapkan bahwa penerima manfaat (mawqif
‘alayh) dari kebun wakaf tersebut mencakup anggota keluarganya sendiri,
dan baru kemudian masyarakat umum yang membutuhkan. Dengan kata
lain, wakaf yang dilakukan Umar adalah kombinasi wakaf ahli (sanak
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keluarga sebagai penerima manfaat) dan wakaf khayri (masyarakat luas
sebagai penerima manfaat). Sewaktu Umar menjabat khalifah, praktik
wakaf ini kian digalakkan sementara sistem administrasinya juga terus
diperbaiki. Sejak itu, wakaf semakin banyak dilakukan oleh umat Islam,
termasuk dalam bentuk kombinasi wakaf ahli dan wakaf khayri.

Skema wakaf ahli yang dipopulerkan Umar ini ternyata dapat menjadi
solusi bagi kepedulian untuk menjamin akses anak perempuan yang setara
atas harta peninggalan orang tua; sesuatu yang tidak bisa dilakukan apabila
menggunakan aturan hukum waris semata. Dalam arti demikian, maka
wakaf ahli ini merupakan mekanisme “kontra-eksklusi” dan sekaligus
“jaminan akses” bagi anak perempuan untuk memperoleh bagian yang lebih
setara, tanpa harus menggugat ketentuan hukum waris.

Dalam kaitan ini, Islam Nusantara ternyata menunjukkan kepedulian
tersendiri, yaitu dalam mengupayakan akses yang lebih setara atas harta
waris di antara semua anak keturunan, sekaligus pada saat yang sama dapat
tetap memenuhi ketentuan hukum waris itu sendiri. Di Jawa, apa yang
dilakukan para kiai untuk keluar dari dilema ini adalah melalui hibah harta
benda selama masih hidup, terutama yang ditujukan untuk harta tak
bergerak seperti rumah dan tanah pertanian. Untuk harta lain yang tersisa,
kebanyakan berupa harta bergerak, barulah dibagi sesuai ketentuan hukum
waris. Dalam hibah harta yang tidak bergerak tadi sudah dipastikan bahwa
anak perempuan juga memperoleh, sebagai misal, alokasi lahan sawah
dengan luas yang kurang lebih sepadan dengan yang diterima anak lelaki.

Praktik semacam ini pernah diangkat secara khusus oleh Menteri
Agama Munawir Sjadzali pada dekade 1990-an ketika melontarkan urgensi
melakukan “Reaktualisasi Hukum Islam”. Kendati gagasan ini kemudian
memicu polemik luas, namun kepedulian Menteri Agama ini turut
mendasari penyusunan naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Naskah ini
kemudian dituangkan menjadi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai
pedoman bagi hakim dalam memutuskan perkara di pengadilan agama.
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Beberapa substansi KHI ini, karena itu, dapat dianggap sebagai artikulasi
Islam Nusantara di bidang agraria yang di sini dalam bentuk kebijakan
pemerintah.

Kasus 2: Fragmentasi Lahan Pertanian Akibat Proses Pewarisan

Isu lain terkait pergulatan agraria di tingkat keluarga yang juga penting
diangkat adalah sistem hukum waris yang justru mendorong terjadinya
fragmentasi atau pemecahan penguasaan lahan. Sebagaimana diketahui,
hukum waris Islam menentukan bahwa seluruh harta peninggalan (di luar
yang diwasiatkan) dibagi habis di antara para ahli waris dengan porsi yang
telah ditetapkan secara rinci. Dengan demikian, semua ahli waris yang
berhak akan memperoleh bagiannya masing-masing sesuai jatah yang
telah ditentukan.

Ketentuan semacam ini pada dasarnya adalah ekspresi dari prinsip
keadilan dalam hukum Islam. Jika harta waris tersebut adalah harta benda
bergerak seperti dominan di Mekah pada masa hidup Nabi Muhammad
SAW, maka pembagian-habis semacam ini tidak dirasakan sebagai suatu
persoalan. Namun, bagaimana jika harta waris itu berupa lahan pertanian,
seperti dominan di Madinah? Di sini lagi-lagi harus diingat perbedaan yang
mendasar antara harta benda bergerak seperti harta perniagaan dengan
harta benda yang tidak bergerak seperti lahan pertanian.

Dalam kasus terakhir, apabila harta peninggalan yang berupa lahan
pertanian ini dibagi kepada seluruh ahli waris, maka luasannya akan
terpecah-pecah alias terfragmentrasi. Apabila pola pewarisan semacam
ini terus berlanjut pada generasi berikutnya, maka luas lahan akan
semakin kecil dari waktu ke waktu. Akibatnya, usahatani yang dilakukan
di atas lahan itu semakin lama menjadi kian tidak efisien lagi.

Jadi, di sini terdapat satu jenis tantangan eksklusi di mana prosesnya
terjadi melalui fragmentasi lahan yang menyebabkan usaha pertanian
terlampau kecil sehingga tidak memenuhi skala keekonomian. Kondisi

Islam Nusantara, Vol. 1, No. 1, July 2020 | 56



inilah yang membuat para petani gurem kesulitan untuk bertahan. Mereka
akhirnya terpaksa menjual lahan pertaniannya dan lantas beralih usaha
ke sektor ekonomi lainnya.'® Atau, kalaupun ia masih sanggup bertahan
melalui pengerahan berbagai strategi nafkah ganda, lahan gurem itu sudah
tidak mungkin dipecah lagi ketika harus diwariskan kepada generasi
berikutnya. Akhirnya, agar bisa diwariskan, lahan itu terpaksa dijual dan
uang yang diperoleh dari hasil penjualan itu lantas dibagi kepada ahli
waris sesuai aturan hukum Islam.

Lantas, adakah artikulasi Islam Nusantara dalam merespons tantangan
ekslusi semacam ini? Secara normatif, sebenarnya UU No. 56/1960 tentang
pembatasan luas lahan pertanian telah melarang keras pemindahan hak atas
tanah pertanian jika hal itu akan menyebabkan pemilikan lahan pertanian
kurang dari 2 ha (Pasal 9). Hanya saja, jika pemindahan hak ini terkait
dengan pembagian harta waris, UU tersebut menyatakan bahwa akan ada
ketentuan lebih lanjut yang mengaturnya berupa Peraturan Pemerintah
(PP). Namun, sejauh yang penulis tahu, hingga kini PP turunan yang
mengatur ihwal pewarisan ini belum pernah dikeluarkan.

Dalam kaitan ini, Pasal 189 KHI menyarankan agar lahan pertanian
yang ukurannya sempit itu tidak dibagi-bagi sesuai ketentuan hukum
waris, namun disarankan agar lahan itu dapat dikelola secara bersama-
sama. Hasil keuntungan dari pengolahan lahan itulah yang kemudian
dibagi di antara para ahli waris yang berhak. Sayangnya, KHI tidak secara
eksplisit menyebutkan apa solusi konkret yang harus dijalankan agar lahan
peninggalan ini bisa dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan secara bersama-
sama oleh para ahli warisnya. Namun, terlepas dari kekurangan ini, Pasal
189 KHI tetap merupakan artikulasi Islam Nusantara yang penting dalam
merespons ancaman khusus eksklusi ini, yaitu fragmentasi lahan yang
terjadi akibat proses pewarisan.

16 Peralihan usaha ke non-pertanian ini kerap tidak menghasilkan “mobilitas vertikal”, namun
sekedar fenomena perpindahan kemiskinan dari desa ke sektor informal dan wilayah kumuh di kota.
Lihat: Mohamad Shohibuddin, Ketimpangan Agraria di Indonesia: Pendekatan Studi, Kondisi Terkini dan
Kebijakan Penanganan, (Bogor: IPB Press, 2020).
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Terkait dengan solusi semacam ini, di Minangkabau ada satu kategori
harta benda yang disebut sebagai pusako tinggi. Jenis harta benda ini
biasanya berupa lahan sawah atau kebun, demikian juga rumah gadang,
yang berasal dari peninggalan leluhur dan tidak pernah diwariskan secara
individual, akan tetapi dijadikan sebagai harta bersama milik semua anggota
klan yang bersangkutan. Apabila “sumberdaya bersama” ini berupa lahan
pertanian, maka ia bisa dimanfaatkan secara bergilir di antara para anggota
klan yang membutuhkan dalam bentuk hak pakai. Sistem adat yang serupa
juga bisa dijumpai di Muara Enim, Sumatera Selatan yang dikenal dengan
istilah tunggu tubang. Dalam kedua sistem adat ini, anak perempuan yang
tertua memiliki kedudukan kultural yang sangat penting, yaitu sebagai
pihak yang akan menerima tanah pusako tinggi. Namun, hal ini bukan
dalam arti transfer harta waris untuk dimiliki secara individual, melainkan
lebih berkaitan dengan peran kultural anak perempuan tertua sebagai
pengelola harta bersama milik keluarga besar.

Dengan demikian, pusako tinggi ini sebenarnya merupakan artikulasi
yang genuine dari Islam Nusantara dengan signifikansi mampu menangkal
ancaman eksklusi yang diakibatkan oleh kecenderungan fragmentasi lahan
pertanian akibat proses pewarisan. Sebab, lahan pertanian yang termasuk
kategori pusako tinggi ini tidak boleh diwariskan secara individual dari
generasi ke generasi, akan tetapi dijadikan sebagai harta “milik bersama” di
antara para ahli waris yang bahkan bisa mencakup beberapa generasi."”

Dalam pengertian demikian, maka pusako tinggi ini sebenarnya dapat
dianalogikan dengan wakaf ahli (yakni wakaf yang manfaatnya ditujukan
untuk mereka yang termasuk sanak keluarga), hanya saja dalam konsepsi
dan praktik kultural, bukan keagamaan. Pertanyaannya kemudian adalah:
mengapa skema wakaf ahli itu sendiri yang memang menyasar anggota
keluarga tidak dikembangkan lebih lanjut sebagai cara untuk mencegah

17 Di luar jenis harta ini, dalam masyarakat Minangkabau dikenal kategori harta lain yang disebut
sebagai harta pencaharian. Yang terakhir ini adalah harta hasil usaha orang tua sendiri yang dapat diwariskan
kepada keturunannya secara individual.
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fragmentasi lahan pertanian akibat proses pewarisan? Sebagai contoh, jika
seseorang memiliki lahan pertanian seluas 2 ha, maka ketimbang lahan itu
dibagi habis di antara para ahli waris (dengan manfaat ekonomi yang jauh
dari optimal), akan lebih baik jika lahan itu diwakafkan sehingga tidak bisa
dialihkan atau dipecah-pecah penguasaannya. Meskipun lahan diwakafkan,
tetapi karena ia diikrarkan sebagai wakaf ahli, maka manfaatnya akan terus
dapat dirasakan oleh semua ahli waris.

Selain itu, dalam ikrar wakaf ahli ini juga dapat dinyatakan secara
spesifik jenis penggunaan harta benda yang diwakafkan. Sebagai misal,
apabila berupa tanah, maka pewakafannya dapat diikrarkan sebagai lahan
pertanian dan tidak boleh dialihkan untuk fungsi lainnya, misalnya
pertokoan atau perumahan. Dengan cara demikian, maka wakaf ahli tidak
hanya merupakan skema “kontra-fragmentasi” penguasaan lahan, namun
pada saat yang sama juga skema “kontra-konversi” lahan pertanian.

Demikianlah, wakaf, berbeda dari zakat, menyediakan fleksibilitas yang
tinggi kepada para pelaku wakaf (wdgif) untuk menetapkan, misalnya saja,
apa tujuan peruntukan harta wakaf, siapa penerima manfaatnya, apa jenis
manfaat yang disediakan, juga apa jenis penggunaan lahannya jika harta
wakaf itu berupa tanah. Lebih lanjut, signifikansi wakaf semacam ini akan
diuraikan di bawah nanti saat penulis membahas topik “wakaf agraria”.

Kasus 3: Hak Istri Ketika Terjadi Perceraian

Kasus lain di tingkat keluarga yang juga penting diangkat dalam rangka
menunjukkan respons Islam Nusantara terhadap pergulatan agraria adalah
hak istri atas harta keluarga ketika terjadi perceraian. Menurut hukum
Islam, ketika suami-istri bercerai, maka jaminan hak istri atas harta keluarga
terbatas pada mahar yang telah diserahkan suaminya saat menikah, atau
harta bawaan seperti harta warisan dari orang tua, atau harta pemberian
yang pernah diterimanya. Dengan demikian, saat perceraian terjadi, maka
harta yang dapat terus dimiliki oleh istri terbatas pada jenis-jenis harta
benda ini dan pemberian dari suami saat ikrar talak dijatuhkan. Sementara
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harta lainnya yang diperoleh suami-istri selama masa pernikahan (marital
property) sepenuhnya menjadi milik suami.

Ketentuan semacam ini mungkin dapat dimaklumi dalam konteks
masyarakat Arab saat itu yang memang membatasi peran dan kontribusi
perempuan pada ranah domestik semata. Namun, hal ini tentu saja
sangat tidak cocok dengan kondisi sebagian besar masyarakat di wilayah
Nusantara di mana peran dan kontribusi perempuan dalam perekonomian
rumah tangga sangat penting dan signifikan. Di sinilah dapat ditemukan
satu ekspresi yang sangat khas Islam Nusantara, yakni dikenalnya apa yang
disebut sebagai “harta pencaharian bersama”, yaitu harta yang dikumpulkan
selama dalam ikatan perkawinan dengan hak yang sama terhadapnya di
antara pasangan suami-istri.

Pengakuan atas konsep “harta pencaharian bersama” ini tentu tidak
terlepas dari praktik-praktik berdasar hukum adat yang tersiar luas pada
berbagai kelompok masyarakat Nusantara kendati dengan terminologi yang
berbeda-beda: pohroh di Aceh, harta suarang di Minangkabau, hartou
massou di Lampung, gono-gini di Jawa, cakkara di Makassar, barang
partantangan di Banjar, dan sebagainya. Pengakuan ini bahkan selanjutnya
dituangkan secara eksplisit dalam KHI, tepatnya pada Pasal 190. Berdasarkan
pasal ini, terdapat “jaminan akses” dan sekaligus skema “kontra-eksklusi”
bagi istri atas harta keluarga saat ia bercerai dari suaminya. Ketentuan ini
memenuhi rasa keadilan masyarakat karena istri berperan besar dalam
penciptaan harta keluarga saat berada dalam ikatan perkawinan.

Pergulatan Agraria di Ranah Masyarakat
Kasus 1: Ketimpangan Hubungan Produksi'®

Tantangan akses dan ancaman eksklusi bukan semata-mata merupakan
pergulatan menyangkut harta benda keluarga, akan tetapi juga pergulatan

18 Pembahasan pada bagian ini terutama didasarkan pada artikel Bilal Ibrahim, “Beyond State and
Peasant: The Egalitarian Import of Juristic Revisions of Agrarian and Administrative Contracts in the Early
Mamluk Period.” Islamic Law and Society 16, No 3-4 (2009).
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yang berlangsung dalam konteks relasi sosio-agraria yang lebih luas di
ranah masyarakat. Salah satu bentuknya adalah pergulatan agraria yang
terjadi akibat ketidakadilan hubungan produksi yang berlangsung di
tengah-tengah masyarakat.

Apabila kita menengok sejarah Islam, salah satu fakta yang menarik
adalah bahwa ketidakadilan dalam relasi produksi ini justru pernah
diciptakan secara sistematis melalui kebijakan yang dikeluarkan negara,
dalam hal ini adalah kekhilafahan Islam. Salah satu contohnya adalah
kebijakan yang dilakukan Dinasti Mamluk ketika berusaha meningkatkan
pendapatan pajak dan mengalokasikan tanah pertanian bagi personel
militernya. Perlu diketahui, Dinasti Mamluk ini berasal dari para tentara
bekas budak yang kemudian berhasil meraih kekuasaan politik dan lantas
mendirikan dinasti sendiri dengan wilayah yang antara lain mencakup
Mesir dan Syria. Seperti praktik yang lazim dilakukan para penguasa pada
masa itu, Dinasti Mamluk juga banyak membagi-bagikan tanah pertanian
atau mengalokasikan persentase tertentu dari pungutan pajak tanah
(kharaj) kepada para tentara pendukungnya melalui skema kebijakan yang
dikenal dengan istilah igtha’" Praktik kebijakan igthd’ semacam inilah
yang melahirkan relasi-relasi feodalistik antara kelas militer dengan para
petani penggarap. Dalam relasi semacam ini, pihak pertama menikmati
surplus yang dihasilkan oleh pihak yang kedua, seringkali dengan
proporsi yang sangat tidak adil melalui pembebanan biaya sewa tanah dan
perjanjian bagi hasil yang sangat memberatkan.”

Terkait hal ini, apa yang menarik dicermati adalah respons keagamaan
yang disampaikan oleh golongan ulama figh darimazhab Syafi’i dan mazhab
Hanbali. Menyaksikan nestapa kaum petani, para ulama ini mengeluarkan

19 Dalam bentuk berbeda, alokasi tanah dan porsi tertentu dari hasil bumi semacam ini juga
dijalankan oleh penguasa kerajaan Jawa, yakni apa yang dikenal dengan istilah lungguh.

20 Hal ini membuktikan bahwa sistem kekhilafahan Islam bersifat profan dan bahwa ketidakadilan
juga dapat, dan telah, dilahirkan oleh sistem ini, sebagaimana juga telah dilahirkan oleh sistem politik dan
pemerintahan lainnya.
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sejumlah fatwa seputar perjanjian sewa-menyewa tanah (ijarah) dan
bagi hasil produk pertanian (muzdra‘ah) dalam rangka melindungi hak
dan kepentingan para petani penggarap. Hal ini menunjukkan tingginya
kepekaan sosial para ulama saat itu dalam menyikapi persoalan agraria
yang sedang digulati masyarakatnya, sekaligus menunjukkan kegigihan
mereka menerjemahkan nilai-nilai humanis Islam ke dalam aturan figh
yang memihak kepentingan petani. Berkat ijtihad ini, maka ketika petani
menghadapi ancaman eksklusi dari kebijakan igthd’ yang diterapkan
penguasa Dinasti Mamluk, maka mereka memiliki argumen keagamaan
yang kuat untuk dapat menegosiasikan kepentingannya.

[jtihad agraria sebagai respons terhadap relasi sosio-agraria yang
tidak adil ternyata juga disuarakan oleh Nahdlatul Ulama (NU), seperti
tampak pada beberapa keputusan Bahtsul Masail tingkat nasional yang
diselenggarakan oleh organisasi ini.* Hal ini akan penulis bahas secara
terpisah di bawah nanti.

Kasus 2: Ancaman Pengambilalihan Tanah

Ancaman eksklusi yang lebih kasat mata terjadi melalui proses
pengambilalihan tanah dari petani (baca: enclosure). Pada umumnya, proses
semacam ini terjadi sebagai konsekuensi dari ketidakadilan dalam politik
alokasi tanah yang dijalankan oleh pemerintah.*

Di bawah sistem khilafah, bentuk eksklusi semacam ini juga pernah
terjadi. Sebagai misal, Dinasti Mamluk dan Utsmaniyyah menjalankan
kebijakan igthd’ bukan untuk menyediakan lahan bagi rakyat, akan tetapi
lebih untuk memfasilitasi kelompok elite dan kelas militer yang mendukung
kekuasaannya. Ironisnya, kebijakan alokasi tanah dalam rangka konsolidasi

21 Hasil-hasil Bahtsul Masail NU tingkat nasional yang menyangkut isu agraria ini sudah pernah
penulis tulis sebelumnya (Lihat: Mohamad Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis, Bab 9 dan 10). Dalam
identifikasi penulis, paling tidak terdapat 53 keputusan Bahtsul Masail NU selama kurun waktu 1926-2017
yang membahas persoalan ketimpangan hubungan produksi ini.

22 Lihat: Mohamad Shohibuddin, Ketimpangan Agraria di Indonesia. Bab 7 buku ini menjelaskan
praktik ketidakadilan politik alokasi ini, khususnya selama era reformasi.
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politik ini sebagiannya juga dilakukan dengan cara menggusur para petani
dari tanah-tanah pertanian yang mereka garap.

Kisah perampasan tanah petani di bawah kedua dinasti ini dijelaskan
dengan baik sekali oleh Johansen, seperti tercermin pada anak judul bukunya
yang sangat terus terang itu.* Lebih jauh, Abbasi bahkan menyatakan bahwa
pengambilalihan tanah dari para petani ini tidak hanya terjadi di bawah
kedua dinasti di atas, tetapi juga di bawah dinasti Islam lainnya. Memang,
hal ini merupakan praktik yang banyak dijalankan para penguasa pada masa
itu di belahan dunia mana pun, sampai-sampai sejarawan akan menyebut
secara khusus penguasa yang tidak melakukan hal tersebut.**

Padahal, ancaman pengambilalihan tanah inilah yang oleh Khalifah
Umar justru berusaha dihindari, misalnya ketika beliau memutuskan untuk
tidak membagi-bagi tanah pertanian di Irak kepada tentara Islam yang
menaklukkannya. Beberapa sahabat senior (antara lain Bilal bin Rabah)
menentang keras keputusan ini dan menuding Umar melanggar hukum
Islam mengenai pembagian harta rampasan perang (ghanimah). Namun,
Umar tetap bersikukuh pada keputusannya ini karena ia lebih concern
pada pencegahan akumulasi harta di antara tentara Islam dan ancaman
kehilangan tanah garapan di antara penduduklokal. Sebab, jika yang terakhir
ini terjadi, maka selain bertentangan dengan prinsip keadilan, hal itu juga
akan menghambat proses penerimaan Islam di antara penduduk lokal.”

23 Lihat: Baber Johansen, The Islamic Law on Land Tax and Rent: Peasants’ Loss of Property Rights
as Interpreted in the Hanafite Legal Literature of the Mamluk and Ottoman Periods, (London, New York,
Sydney: Croom Helm, 1988).

24 Lihat: Muhammad Zubair Abbasi, “The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction.”
Arab Law Quarterly 26, No. 2 (2012): p. 123. Dengan demikian, jika ada yang menganggap iqthd’ sebagai
konsep hukum Islam yang sepenuhnya ideal, bahkan dijadikan padanan “land reform” dalam pengertian
modern, maka apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa konsep ini bersifat dinamis. Ketika dijalankan
oleh Rasulullah dan para pemimpin penerusnya yang adil, igthd’ merupakan mekanisme penyediaan akses
tanah pertanian kepada masyarakat secara luas. Namun dalam perkembangannya, igthd’ ini juga dapat
(dan telah) disalahgunakan oleh para penguasa untuk menguntungkan diri sendiri dan memapankan
kekuasaannya.

25 Untuk menguatkan keputusannya ini, Khalifah Umar mengutip QS. Al-Hasyr/59: 7 yang salah
satu bagiannya menegaskan demikian: “.. agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu.”
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Di Indonesia, eksklusi dalam bentuk pengambilalihan tanah rakyat
ini banyak terjadi, terutama akibat kebijakan pemerintah memberikan
konsesi tanah luas untuk perkebunan, kehutanan, pertambangan, industri,
pariwisata, dan sebagainya. Namun, ada satu kasus yang secara khusus
perlu diangkat dalam kaitan dengan artikulasi Islam Nusantara ini, yaitu
lenyapnya tanah-tanah perdikan pesantren yang dahulu pernah eksis di
daerah-daerah seperti Giri, Urutsewu, Mlangi, Krapyak, dan sebagainya.
Padahal, tanah-tanah perdikan itu pernah berfungsi sebagai jaminan akses
tanah dan landasan kemandirian ekonomi di antara komunitas pesantren.

Semangat nasionalisme yang berlebihan di awal periode kemerdekaan
dan gejolak pemberontakan daerah yang marak terjadi di era 1950-an telah
melahirkan bias unifikasi hukum yang sering kali tidak ramah pada
ekspresi dan tuntutan lokal, termasuk yang terkait sistem tenurial. Hal inilah
yang turut menyebabkan tanah perdikan pesantren meluruh dan akhirnya
lenyap menjadi hak milik perorangan. Karena dianggap sebagai warisan
“feodalisme”, tanah-tanah perdikan pesantren itu kemudian diserahkan
kepada para petani penggarapnya dalam bentuk hak milik penuh, sesuai
dengan ketentuan konversi dalam UU Pokok Agraria.

Padahal, tidak semua tanah perdikan dapat digeneralisir sebagai
bersifat feodal. Sebaliknya, mengacu pada tuturan lisan (meskipun hal ini
harus dilengkapi data pendukungnya, misalnya dalam bentuk manuskrip
pesantren), beberapa pesantren adalah penyelenggara pemerintahan
perdikan yang menjalankan fungsi publik di wilayahnya, termasuk mengatur
redistribusi manfaat dari tanah-tanah perdikan di antara semua warganya
(antara lain dalam bentuk hak pakai secara bergilir).”* Namun, kuatnya
bias unifikasi dalam hukum agraria nasional telah membuat kebijakan
konversi hak milik juga diberlakukan pada kategori tanah perdikan ini.

26  Tuturan lisan semacam ini penulis peroleh antara lain dari Kiai Seniman, salah satu tokoh yang
memimpin masyarakat Urut Sewu mempertahankan tanah garapannya dari klaim pihak militer. Dalam arti
demikian, maka tanah perdikan pesantren memiliki karakter yang sangat berbeda dari desa-desa perdikan di
Banyumas yang memang bersifat feodal dan dipimpin oleh penguasa perdikan secara turun temurun. Desa-
desa feodal di Banyumas inilah yang kemudian dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan UU No. 13/1946, lalu
tanahnya dibagikan sebagai hak milik individual kepada para petani penggarapnya.
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Akibatnya, semua tanah perdikan pesantren dijadikan hak milik individual
tanpa menyisakan kewenangan publik apa pun bagi pesantren untuk
mengaturnya.”

Lantas,aparespon masyarakat terhadap ancaman eksklusi dalam bentuk
pengambilalihan tanah semacam ini? Dalam kasus petani yang kehilangan
tanah di bawah Dinasti Mamluk dan Utsmaniyyah, Abbasi menemukan
bahwa respons yang mereka lakukan adalah dengan mewakatkan tanah-
tanah mereka sebagai antisipasi agar tidak disasar oleh kebijakan igthd’.
Menurut hukum Islam, harta benda yang telah diwakatkan merupakan
“harta milik Allah” dan tidak dapat diambil oleh siapa pun dengan
dalih apa pun. Pemanfaatan skema wakaf semacam ini ternyata sangat
efektif bagi perjuangan kontra-eksklusi karena ia mampu menghalangi
para penguasa dinasti Islam, bahkan yang paling tiran sekali pun, untuk
memaksakan kemauannya ke kategori tanah wakaf. Hal ini merupakan
salah satu faktor yang menjelaskan mengapa tanah wakaf banyak sekali
dijumpai di Mesir, Syria, Turki, Tunis dan Aljazair. Bahkan hingga awal
abad XX, antara setengah hingga sepertiga tanah pertanian di wilayah
kekuasaan Dinasti Utsmaniyyah termasuk kategori tanah wakaf ini.*®

Signifikansi wakaf sebagai skema kontra-eksklusi ini bahkan terus
berlanjut hingga jauh hari kemudian ketika kolonialisme mulai menguasai
sebagian besar dunia Muslim. Sebagai contoh, ketika Prancis menjajah
Aljazair, dan para pemukim Prancis mulai berusaha memperoleh tanah
untuk melayani berbagai jenis aktivitas ekonomi, mereka kesulitan
mendapatkan tanah yang cukup luas dari penduduk lokal. Hal ini karena
sebagian besar tanah di Aljazair telah dijadikan sebagai tanah wakaf sejak
jauh hari sebelumnya. Kondisi inilah yang lantas mendorong pemerintah
kolonial untuk menjalankan strategi deligitimasi atas institusi wakaf dalam

27 Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat hukum adat yang sebagiannya di masa lampau pernah
menyelenggarakan fungsi publik di wilayah ulayatnya. Lihat: Mohamad Shohibuddin, Ahmad Nashih
Luthfi, Westi Utami, ed. Meninjau Ulang Pengaturan Hak Adat, (Yogyakarta dan Bogor: STPN Press
dan Pusat Studi Agraria IPB, 2019).

28 Muhammad Zubair Abbasi, “The Classical Islamic Law of Waqf,” p. 122-123.
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rangka merintis jalan bagi mereka untuk dapat memperoleh tanah luas.
Powers dalam salah satu tulisannya menguraikan kebijakan deligitimasi oleh
pemerintah kolonial Prancis ini secara rinci, sebagaimana yang terangkum
dalam kutipan singkat di bawah ini:

“... pendudukan Aljazair [oleh Prancis] menimbulkan konflik yang
tidak terelakkan antara hukum Islam dan para colons (pemukim asal
Prancis). Upaya-upaya oleh pihak terakhir ini untuk mendapatkan tanah
sering digagalkan oleh kenyataan bahwa banyak tanah di Aljazair telah
diikrarkan sebagai tanah wakaf, dan karenanya, menurut hukum, tidak
dapat diperjual-belikan di pasar terbuka. Pemerintah kolonial berupaya
keras dapat mengendalikan institusi wakaf ini dengan cara mengeluarkan
berbagai aturan perundang-undangan. Upaya yang dilakukan pemerintah
ini memperoleh dukungan dari para ilmuwan orientalis Prancis dengan
berkampanye mendiskreditkan institusi wakaf di antara warga Aljazair
sendiri. Kampanye semacam ini, yang tercermin dalam berbagai kajian
mengenai wakaf yang mereka tulis antara 1875-1905, telah menimbulkan
dampak yang nyata pada kajian di masa-masa berikutnya mengenai
institusi wakaf.”

Di wilayah Nusantara, wakaf sebagai skema kontra-eksklusi atas
kebijakan pengambilalihan tanah oleh pemerintah kolonial ini memang
tidak ditemukan. Hal ini dapat dimaklumi karena wakaf, sebagai skema
donasi keagamaan, pada waktu itu belum menjadi praktik yang populer di
antara penduduk Nusantara. Namun, pernyataan yang terakhir ini berlaku
hanya ketika konsep wakaf dipahami sebatas sebagai pranata hukum
Islam semata. Akan tetapi, apabila perjuangan kontra-eksklusi semacam ini
dimaknai secara lebih longgar hingga mencakup konsep kultural pusako
tinggi seperti yang telah diuraikan di atas, maka sebenarnya inisiatif yang
serupa dengan skema wakaf juga telah banyak dilakukan masyarakat
di berbagai wilayah Nusantara, terutama yang didasarkan pada pranata
hukum adat.

29 David Powers, “Orientalism, Colonialism, and Legal History: The Attack on Muslim Family
Endowments in Algeria and India.” Comparative Studies in Society and History 31, No. 3 (1989): p. 535-536.
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Ijtihad Agraria Nahdlatul Ulama
Ijitihad Kolektif Level Nasional

Secara kelembagaan, NU telah banyak mengeluarkan ijtihad kolektif
di bidang agraria. Ijtihad kolektif yang penulis maksud di sini adalah
keputusan NU secara organisatoris yang diambil dalam forum-forum resmi
pengambilan keputusan pada tingkat nasional, yaitu Muktamar, Konferensi
Besar dan Musyawarah Nasional Alim Ulama NU. Apabila dicermati hasil-
hasil forum nasional NU ini, mulai Muktamar pertama tahun 1926 hingga
Musyawarah Nasional Alim Ulama tahun 2017, paling tidak terdapat 69
ijtihad kolektif NU yang terkait, dan bahkan secara khusus membahas, isu-
isu yang secara tipikal mencerminkan empat kategori “persoalan agraria”
yang telah disebutkan di awal artikel ini. Karena itulah, maka ijtihad kolektif
yang dikeluarkan NU itu dapat dikualifikasikan sebagai “ijtihad agraria”

Apabila dipetakan secara rinci, dari 69 ijtihad kolektif NU itu sebanyak
30 keputusan terkait/membahas persoalan agraria yang pertama, lantas
25 keputusan terkait/membahas persoalan kedua. Selanjutnya, persoalan
agraria ketiga disinggung/dibahas dalam 53 keputusan. Terakhir, persoalan
agraria yang keempat disinggung/dibahas dalam 7 keputusan. Jika kesemua
keputusan Bahtsul Masail ini dijumlah menurut empat kategori persoalan
agraria, maka secara keseluruhan ijtihad kolektif NU di bidang agraria ini
mencapai 115 buah. Hal ini karena ada beberapa keputusan yang isinya
menyinggung/membahas lebih dari satu kategori persoalan agraria.

Selanjutnya, apabila dipetakan menurut periodenya, dari 115 ijtihad
kolektif NU ini, era reformasi mencatatkan jumlah ijtihad agraria terbanyak
(56 buah), disusul era kolonial Belanda (39 buah), era Orde Baru (13 buah),
dan paling sedikit era Demokrasi Terpimpin (7 buah). Pada era pendudukan
Jepang hingga era Revolusi Kemerdekaan (1942-1949), jumlah ijtihad
kolektif yang dikeluarkan NU tidak diketahui pasti karena dokumentasi
hasil-hasil Muktamar, Konbes dan Munas Alim Ulama yang berlangsung
pada dua periode ini belum berhasil diketemukan hingga sekarang.
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Gambar 2. Pemetaan Ijtihad Agraria NU Berdasarkan
Kategori Persoalan Agraria yang Dibahas, 1926-2017%

Lantas, bagaimanakah ijtihad agraria NU menyikapi empat persoalan
agraria di atas? Seperti halnya berbagai ekspresi Islam Nusantara yang
dipaparkan terdahulu, di sini ijtihad agraria NU juga bergulat dengan dua
jenis perjuangan, yakni “mewujudkan akses” dan “menangkal eksklusi”.
Kedua hal ini diartikulasikan NU baik dalam konteks respons terhadap
ketidakpastian dan ketimpangan tenurial (persoalan agraria pertama dan
kedua) maupun terhadap ketidakadilan relasi produksi dan perburuhan
(persoalan agraria ketiga). Namun, ada satu kategori persoalan agraria lain
yang ternyata disuarakan dalam ijtihad agraria NU dan tidak dijumpai
pada artikulasi Islam Nusantara yang diulas sebelumnya, yaitu perjuangan
akses dan kontra-eksklusi dalam rangka kepedulian lingkungan hidup dan
gerakan ekologi yang merupakan respons atas persoalan agraria keempat.*!

30 Dikutip dari Mohamad Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis, p. 157.

31 Keterbatasan ruang tidak memungkinkan penulis untuk mendiskusikan secara terinci “ijtihad
agraria” NU menyangkut keempat persoalan agraria ini. Bagi yang berminat untuk mendalaminya, silahkan
lihat: Mohamad Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis, Bagian V.
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NU dan Kontroversi Land Reform

Masih berkaitan dengan ijtihad agraria NU, secara khusus pada bagian
ini penulis juga ingin menjernihkan satu isu yang cukup kontroversial,
yaitu mengenai pandangan dan posisi NU terhadap agenda land reform. Isu
ini sangat penting dijernihkan karena stigma “anti-land reform” sudah lama
dilekatkan kepada NU—dan bukannya tanpa alasan yang kuat—antara lain
karena tiga faktor sebagai berikut.

Pertama, NU secara kelembagaan pernah mengeluarkan keputusan
yang menyatakan bahwa land reform adalah haram kecuali dalam keadaan
darurat. Keputusan ini ditetapkan dalam Konferensi Besar Syuriyah NU di
Jakarta pada 11-13 Oktober 1961. Sayangnya, apa yang dimaksudkan dengan
“keadaan darurat” ini tidak dijelaskan sama sekali. Akibatnya, berkembang
kesan kuat bahwa kebijakan land reform secara kategoris ditolak sama sekali
oleh NU.

Kedua, pelaksanaan land reform selama paruh awal dekade 1960-an
memang penuh dengan benturan sosial. Hal ini terjadi ketika Barisan Tani
Indonesia (BTT) mengorganisir berbagai “aksi sepihak” untuk mendesakkan
pelaksanaan perjanjian bagi hasil (UU No. 2/1960) dan land reform (UU
No. 56/1960). “Aksi-aksi sepihak” BTT ini mendapatkan penentangan keras
dari para tuan tanah dan sebagian rakyat pedesaan, khususnya di Jawa,
yang kebanyakan memang berafiliasi pada partai NU.

Ketiga, selama periode ini juga terjadi banyak kasus di mana argumen
wakaf disuarakan oleh para tokoh agama dalam rangka mencegah tanah-
tanah di lingkungan pesantren yang melebihi batas maksimum dijadikan
sebagai sasaran pelaksanaan land reform. Sebagian tokoh agama ini adalah
kalangan elite lokal NU yang mempunyai pengaruh kuat di daerahnya.*

Mengenai kontroversi pertama, keputusan pengharaman land reform

32 Dua isu pertama sudah pernah dijernihkan penulis (lihat: Mohamad Shohibuddin, Perspektif
Agraria Kritis, Bab 10). Namun, klarifikasi isu yang ketiga baru disampaikan di sini.
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memang merupakan sesuatu yang “melawan arus”. Sebab, sepanjang satu
tahun sebelumnya telah terbit sejumlah regulasi yang menjadi landasan
pelaksanaan kebijakan reforma agraria, yaitu: UU Perjanjian Bagi Hasil (No.
2/1960), UU Pokok Agraria (No. 5/1960), UU Pembatasan Luas Lahan
Pertanian (No. 56/1960; dikenal dengan UU Land Reform), dan beberapa
aturan turunan yang terkait. Anehnya, argumen yang dinyatakan dalam
keputusan Bahtsul Masail NU tahun 1961 sama sekali tidak merujuk
beberapa regulasi ini, namun justru lebih merespons perdebatan ideologis
era Perang Dingin antara kapitalisme dan sosialisme serta posisi Islam di
dalamnya. Hal ini terlihat jelas dari rujukan yang dimuat dalam keputusan
tersebut yang tidak mengutip kitab-kitab figh empat Mazhab seperti biasa
dilakukan, akan tetapi sepenuhnya merujuk karya-karya kontemporer dari
beberapa pemikir Muslim Timur Tengah yang terlibat dalam perdebatan
ideologis itu. Secara lebih khusus, pandangan para pemikir Timur Tengah
yang dirujuk dalam forum Konbes NU ini adalah seputar sakralitas hak
milik yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Penggunaan argumen sakralitas hak milik sebagai dasar mengharamkan
land reform, tentu saja, adalah “salah alamat”. Sebab, UU Pokok Agraria
(UUPA) secara eksplisit mengakui eksistensi hak milik individu. Hanya
saja, UUPA menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial (sebuah prinsip yang juga sangat ditekankan hukum Islam). Karena
itu, UUPA menghendaki penghapusan hubungan eksploitasi di lapangan
agraria, baik hal itu terwujud dalam penguasaan tanah maupun dalam
berbagai relasi penyakapan yang berlangsung di atasnya (sewa menyewa,
bagi hasil, gadai dan sebagainya). Dalam melakukan koreksi atas hubungan
eksploitasi ini, tidak berarti bahwa pemerintah berhak untuk mengambil
alih secara semena-mena tanah objek land reform dari tangan pemiliknya.
Alih-alih, upaya pembaruan itu harus dilakukan sesuai prosedur resmi
yang ditetapkan dan disertai ganti rugi yang layak.

Terlepas dari keputusan kontroversial ini, namun penting dicatat bahwa
pandangan yang negatif terhadap land reform ini bukanlah suara tunggal
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di tubuh NU sendiri. Dalam kaitan ini, perlu ditekankan bahwa justru dua
figur intelektual NU, yaitu Soewahjo Soemodilogo dan Prof. Soenario,
merupakan tokoh-tokoh kunci dalam “Panitia Agraria”; sebuah kelompok
kerja yang ditugaskan merumuskan draft UUPA sebelum dibahas dan
disahkan di parlemen.”” Sementara tokoh-tokoh NU lainnya yang duduk di
parlemen, Dewan Pertimbangan Agung maupun di kabinet pemerintah
memiliki pandangan yang sama dalam mendukung legislasi reforma agraria
(UUPA, UUPBH, UU Land Reform) serta pelaksanaannya oleh pemerintah.

Terkait kontroversi kedua, anggapan bahwa dalam praktik di lapangan
banyak kiai dan warga NU melakukan tindakan yang berlawanan dari
kebijakan pimpinan nasionalnya dengan menentang program land reform
merupakan suatu anggapan yang tidak mewakili kenyataan seutuhnya.
Memang, gontok-gontokan yang melibatkan massa BTI dan NU terjadi di
banyak daerah yang tidak jarang memakan korban jiwa. Namun, patut
dicatat bahwa ada konteks sosial-politik lebih luas yang harus juga disadari
untuk dapat memahami gejolak penuh kekerasan ini, yaitu persaingan
politik dan ideologi yang sengit di pusat pemerintahan yang melibatkan
Presiden Soekarno sendiri, militer, serta faksi-faksi politik yang dipaksa
menyatu ke dalam front NASAKOM (nasionalis, agama dan komunis).

Dalam situasi demikian, agenda land reform akhirnya tersedot ke
dalam pusaran pertarungan politik di tingkat pusat, dan bahkan menjadi
“ajang pertarungan” itu sendiri, ketika berbagai kekuatan nasional tersebut
berebut dominasi politik di pedesaan dengan memobilisasi “politik aliran”
di antara petani dan warga pedesaan. Negara, yang saat itu kondisinya
masih lemah, justru tersandera dalam arus politisasi agenda land reform ini,
alih-alih mampu mengorganisasikan pelaksanaannya secara baik, tertib dan
sistematis. Akibatnya, di tingkat grass root, pelaksanaan land reform justru

33 Kedua tokoh ini bahkan berturut-turut merupakan Ketua dari Panitia Agraria ketiga dan keempat.
Hal ini sesuai penjelasan Gunawan Wiradi, seorang tokoh peneliti dan pejuang senior reforma agraria.
Lihat: Gunawan Wiradi, “Mencoba Memperkenalkan Pendekatan Baru,” prolog untuk buku Mohamad
Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis, p. xlix-1v.
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diwarnai oleh “spiral aksi dan reaksi” yang kian memanas di antara berbagai
pendukung faksi-faksi politik nasional yang saling bertentangan.

Dengan demikian, bentrokan fisik antara massa NU dan BTI harus
dipahami sebagai konsekuensi yang tak terelakkan dari kontestasi kekuatan
nasional melalui mobilisasi “politik aliran” semacam ini. Tegasnya, hal itu
tidak bisa dipahami sepenuhnya sebagai konfrontasi dua posisi diametral
terhadap program land reform. Bahwa di lapangan massa NU tidak dapat
sepenuhnya dicap sebagai penentang land reform akan tampak jelas apabila
dicermati kiprah organisasi tani NU sendiri, yakni PERTANU. Seperti diulas
Luthfi, PERTANU justru sangat gigih di lapangan dalam memperjuangkan
pelaksanaan program land reform. Bahkan perjuangan ini terus dijalankan
secara konsisten oleh organisasi ini di tengah kuatnya arus balik kontra-
land reform pasca tragedi “peristiwa 19657, sebagaimana diperlihatkan
oleh PERTANU Cabang Banyuwangi.**

Satu lagi isu kontroversial yang penting dijernihkan adalah seputar
penggunaan argumen wakaf untuk menghalangi land reform. Bahwa
wakaf pada era 1960-an pernah digunakan oleh sebagian pihak untuk
menghindarkan tanah-tanah tertentu dari sasaran land reform merupakan
fakta sejarah yang tidak dapat dipungkiri. Namun, kenyataan tersebut
selama ini dijelaskan dengan narasi tunggal semata, yaitu sebagai bentuk
counter-reform dari para tuan tanah dengan menyalahgunakan dalil agama.

Meski penjelasan ini tepat untuk beberapa kasus, namun penjelasan
yang lebih bernuansa perlu dipertimbangkan. Sebagai misal, kendati hal ini
masih bersifat hipotetis, sebenarnya amat masuk akal untuk membayangkan
dua penjelasan berikut ini sebagai narasi alternatif. Pertama, bahwa tanah
yang hendak dijadikan sasaran land reform itu sejak semula memang
benar-benar tanah wakaf yang ikrarnya bersifat informal dan tidak pernah

34 Ahmad Nashih Luthfi, “Sejarah dan Revitalisasi Perjuangan Pertanian Nahdlatul Ulama Melawan
Ketidakadilan Agraria.” Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan 3, No. 2 (2017). Artikel Luthfi ini didasarkan
pada arsip-arsip militer yang dibuang oleh satu lembaga penelitian pada perguruan tinggi negeri dan
kemudian ditemukannya secara tidak sengaja.
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dicatatkan dalam administrasi pemerintah (sesuatu yang amat lazim pada
masa itu, dan bahkan masih terus berlangsung hingga saat ini). Sayangnya,
prosedur untuk memastikan status sebenarnya dari klaim tanah wakaf
tidak selalu dapat dilakukan di tengah panasnya persaingan politik pada
masa itu. Salah satu penyebabnya adalah keanggotaan panitia land reform
sendiri yang sering kali terlanjur bias dan sangat terpolitisasi. Padahal,
pimpinan pusat NU sendiri secara terbuka sudah meminta agar klaim-klaim
tanah wakaf diusut secara tuntas.”” Apabila klaim-klaim itu terbukti palsu,
maka para pimpinan NU secara tegas menyatakan bahwa perbuatan itu
merupakan aksi kriminal yang harus ditindak secara tegas oleh pemerintah.
Sebaliknya, jika klaim-klaim itu terbukti benar, maka tanah wakaf tersebut
harus dikeluarkan dari sasaran pelaksanaan program land reform.

Kedua adalah kemungkinan bahwa tanah yang hendak dijadikan objek
land reform itu termasuk tanah-tanah di wilayah pesantren kuno yang
dulunya merupakan wilayah perdikan. Tanah-tanah perdikan ini memang
bukan tanah wakaf, namun berada di bawah pengaturan dan pengelolaan
pesantren yang menjalankan kewenangan publik di atasnya. Karena itu,
jika hipotesis ini tepat, maka upaya untuk menjadikan tanah-tanah ini
sebagai sasaran program land reform akan ditanggapi oleh pihak pesantren
sebagai suatu serangan atas kewenangan dan otonomi pesantren di wilayah
perdikannya sendiri. Sebagai respons pembelaan diri, dalih wakaf lantas
dijadikan sebagai argumen keagamaan oleh kalangan ini untuk menentang
program land reform tersebut. Meskipun argumen semacam ini secara
hukum tidaklah tepat, namun sebenarnya ia didasarkan pada kenyataan
sosiologis yang pekat.*

35 KH. Idham Chalid, Ketua Umum PBNU saat itu, menegaskan: “.. jikalau tanah wakaf itu adalah
hibah wakaf palsu atau imitasi, kami dari kalangan agama dan Alim Ulama akan mengutuk perbuatan ini
sebagai suatu perbuatan yang paling terkutuk, karena menjual nama Tuhan untuk kepentingan perutnya
sendiri. Marilah kita selidiki secara jujur dan sungguh-sungguh betulkah itu suatu hibah yang jujur, suatu
wakaf, ataukah itu suatu tempat berlindung tuan-tuan tanah untuk menjadi camouflage guna melindungi
hak miliknya” Lihat: Mohamad Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis, p. 143.

36 Tentu saja, kemungkinan penjelasan yang terakhir ini perlu diteliti lebih lanjut. Bagaimanapun, hal
ini menegaskan bahwa penjelasan tunggal seputar kontroversi wakaf dan land reform perlu ditinjau kembali,
termasuk dengan bersandar pada sejarah lisan.
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Terlepas dari upaya klarifikasi historis di atas, namun yang lebih penting
dalam konteks kekinian adalah perkembangan baru dalam ijtihad kolektif
NU mengenai hukum land reform. Pada 2017, dalam forum Munas Alim
Ulama di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NU secara resmi mengeluarkan
fatwa mengenai kewajiban pemerintah menjalankan program redistribusi
lahan. Keputusan Munas ini dapat dianggap sebagai “koreksi resmi” NU
secara kelembagaan atas apa yang diputuskan pada 56 tahun sebelumnya,
yakni dari penetapan keharaman menjadi kewajiban hukum land reform.”

Usulan Wakaf Agraria

Di luar kontroversi seputar kaitan wakaf dan land reform ini, pada
beberapa uraian di depan penulis telah menunjukkan kasus-kasus di mana
wakaf merupakan skema yang efektif dalam upaya-upaya “menjamin akses”
dan sekaligus “menghindarkan eksklusi”. Signifikansi wakaf semacam inilah
yang telah penulis kembangkan menjadi konsep “wakaf agraria”.”® Konsep
ini penulis definisikan sebagai: tindakan inisiator atau pelaku wakaf untuk
menggalang dan/atau mewujudkan harta benda wakaf yang terutama
berupa (namun tidak terbatas pada) tanah dengan ditentukan secara
spesifik aspek-aspek tata kuasa, tata guna dan tata produksinya untuk
dikelola dan dikembangkan menjadi usaha pertanian (dalam arti luas)
dan/atau fungsi lindung dalam rangka mewujudkan sumber kesejahteraan
rakyat dan sekaligus menjamin keberlanjutan ekologis.

Secara ringkas, formulasi konsep wakaf agraria ini bertolak dari dua
kenyataan berikut. Pertama, wakaf merupakan filantropi sosial yang dapat
mewujudkan res extra-commercium, yakni harta benda yang berada di luar
“lalu lintas perdagangan”; atau dengan kata lain, menjadikannya bukan lagi
komoditas karena sudah dikembalikan sebagai “harta benda milik Tuhan”.
Kedua, wakaf merupakan filantropi sosial yang memberikan pelakunya

37 Lihat Lampiran 1 untuk perbandingan antara dua keputusan NU mengenai hukum land reform ini.

38 Lihat Mohamad Shohibuddin, Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf Bagi Agenda Reforma Agraria,
(Yogyakarta dan Bogor: Baitul Hikmah, Magnum Pustaka Utama dan Sajogyo Institute, 2019). Lihat
juga: Mohamad Shohibuddin, “Mempertimbangkan Wakaf Sebagai Skema Alternatif Pelaksanaan Tenure
Reform” dalam Mohamad Shohibuddin dan Adi D. Bahri, ed. Perjuangan Keadilan Agraria, p. 315-334.
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(wdgqif) fleksibilitas besar untuk menentukan batasan-batasan mengenai
peruntukan harta wakaf, bentuk penggunaannya, jenis manfaatnya, para
penerima manfaatnya, dan pengelolanya. Kesemua ketentuan ini, begitu
dinyatakan wdqif dalam ikrar wakafnya, maka ia bersifat konstitutif dan
memiliki kedudukan legal yang kuat. Seperti dinyatakan satu kaidah figh:
syuriith al-waqif ka nash al-syari yang berarti “ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh pelaku wakaf (atas harta yang diwakafkannya) bersifat
sama mengikatnya seperti teks syar{ (al-Qur’an dan hadits)”.

Menyediakan
pembiayaan
pertanian melalui
wakaf tunai dan

wakaf harta
bergerak lain serta

zZIs Wakaf:
filantropi sosial
dalam rangka
mewujudkan
rex extra~-
commercium

Menyediakan
ELEEREL EL
garapan

Gambar 3. Signifikansi Wakaf Agraria

Terkait kenyataan yang pertama, keberadaan harta wakaf sebagai res
extra-commercium membuatnya memiliki signifikansi yang sangat relevan
dengan agenda perjuangan agraria. Seperti diperlihatkan dalam Gambar 3
di atas, wakaf agraria mampu mewujudkan “sumber daya bersama” (the
commons); ia juga dapat menangkal proses eksklusi dan fragmentasi karena
harta wakaf tidak boleh diwariskan, dijual atau dialihkan dengan cara apa
pun. Selanjutnya, wakaf agraria juga dapat diikrarkan untuk menyediakan
akses lahan garapan dalam bentuk hak pakai. Wakaf agraria juga akan
memungkinkan penatagunaan tanah wakaf untuk tujuan spesifik, misalnya
dengan menetapkan penggunaannya untuk pertanian pangan (dan dengan
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begitu, mencegah konversi lahan pertanian), atau untuk fungsi lindung dan
konservasi (misalnya diperuntukkan untuk hutan wakaf). Akhirnya, wakaf
agraria juga memungkinkan berbagai peluang pembiayaan pertanian yang
dapat diupayakan melalui skema wakaf. Sebagai misal, penggalangan wakaf
harta benda bergerak dapat diupayakan untuk penyediaan alat dan mesin
pertanian, lalu pembuatan embung dan irigasi juga bisa diupayakan dengan
penggalangan wakaf yang lain. Selanjutnya, wakaf tunai dapat digalang
untuk penyediaan akses modal usahatani dengan skema pembiayaan
syari’ah, dan sebagainya.

Berbagai signifikansi di atas dapat diupayakan karena fleksibilitas wakaf
itu sendiri. Seperti telah dijelaskan di atas, beberapa komponen penting
wakaf dapat didefinisikan secara spesifik oleh wdgif untuk mewujudkan
agenda perjuangan agraria tertentu. Sebagai contoh, terkait peruntukan
tanah wakaf, wdgif bisa menetapkan bahwa tujuan pewakafannya bukan
untuk mewujudkan sarana “ibadah ritual”, namun untuk “ibadah sosial”
dalam bentuk penanganan permasalahan agraria tertentu.” Lantas, terkait
jenis penggunaan tanah wakaf, wagqif dapat saja menetapkan bahwa tujuan
pewakafannya adalah untuk pertanian pangan; hal mana akan membuat
tanah wakaf itu sebagai “lahan pertanian pangan abadi” dalam pengertian
yang sebenarnya.

Sebagai perbandingan, pemerintah yang memiliki mandat UU Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan masih saja gagal mencegah konversi
lahan sawah yang rata-rata mencapai 127 ribu ha per tahun. Tetapi dengan
menggunakan skema wakaf ini, sekali tanah diikrarkan untuk wakaf lahan
pertanian pangan, maka fungsi tanah ini tidak dapat diubah selamanya.
Bahkan jika pemerintah membutuhkan lahan itu untuk kepentingan
umum, UU Wakaf menyatakan bahwa hal itu dibolehkan hanya jika sesuai

39 Menurut Pasal 22 UU Wakaf No. 41/2004, wakaf dapat diperuntukkan untuk: (1) sarana kegiatan
ibadah; (2) sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (3) bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar,
yatim piatu, dan bea siswa; (4) kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; (5) kemajuan kesejahteraan
umum lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan
ini, wakaf agraria dapat dikategorikan ke dalam tujuan peruntukan (4) dan (5) berdasarkan uraian dalam
Pasal 22 di atas.
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tata ruang (Pasal 44) serta mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama
dan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, pemerintah juga

diharuskan menyediakan tanah pengganti dengan nilai yang sama atau
lebih baik (Pasal 41).

Lebih jauh, wdgqif juga dapat menentukan apa saja jenis-jenis manfaat
yang akan disediakan oleh harta wakaf dan siapa saja penerima manfaatnya.
Sebagai misal, hak garap secara bergilir dapat menjadi salah satu manfaat
dari tanah wakaf itu, atau hasil panen yang diperoleh dari tanah wakaf itulah
yang merupakan manfaatnya. Sementara pihak penerima manfaat dapat
dibatasi pada sanak keluarga wdgqif sendiri (wakaf ahli) atau menjangkau
pihak-pihak yang lebih luas (wakaf khayri). Akhirnya, siapa yang dipercaya
menjadi nazhir yang mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf itu
juga dapat ditentukan oleh wagif.

Apabila kita mencermati komposisi agenda reforma agraria sendiri, ada
tiga komponen pokok yang harus dijalankan, yaitu tata kuasa, tata guna
dan tata produksi lahan. Ketiga komponen ini harus diwujudkan untuk
memastikan jaminan akses tanah, perlindungan hukum atas akses tanah
itu, perlindungan atas daya dukung alam, dan perlindungan atas sistem
produksi masyarakat itu sendiri.* Tiga komponen pokok dalam agenda
reforma agraria ini ternyata hanya mencerminkan sebagian kecil saja dari
sejumlah komponen utama wakaf yang dapat ditetapkan secara langsung
oleh wdgqif melalui ikrar wakaf. Jadi, alih-alih bersifat kontradiktif terhadap
agenda reforma agraria, wakaf justru merupakan skema yang sangat tepat
untuk menjalankan agenda reforma agraria ini secara komprehensif—
sesuatu yang pemerintah sendiri belum berhasil mewujudkannya. *

40 Lihat: Mohamad Shohibuddin, Wakaf Agraria, p. 25-27.

41 Pemerintah sering menyatakan bahwa reforma agraria mencakup dua unsur yang tidak dapat
dipisahkan satu sama lain, yaitu “land reform” dan “access reform”. Unsur yang terakhir ini diartikan sebagai
berbagai dukungan pasca penyediaan tanah agar petani dapat berproduksi dengan baik, seperti akses
modal, teknologi, pelatihan, pasar, dan sebagainya. Namun, dalam kenyataannya, unsur kedua ini jarang
dapat diwujudkan oleh pemerintah, sementara pelaksanaan unsur yang pertama (land reform) sendiri
kerap terperangkap pada legalisasi tanah-tanah yang sebenarnya sudah dikuasai oleh rakyat—jadi, bukan
(re)distribusi tanah dalam arti yang sebenarnya.
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Konsolidasi Lahan Berbasis Wakaf untuk Pengembangan Korporasi
Petani

Seperti telah penulis elaborasi dalam dua tulisan terpisah,* konsep
wakaf agraria ini secara praktis dapat dijalankan melalui setidak-tidaknya
sembilan model sebagai berikut: (I) model kontra-fragmentasi; (II) model
konsolidasi lahan pertanian skala kecil dan gurem; (III) model donatur
utama; (IV) model crowd funding; (V) model pengadaan tanah wakaf desa
atas inisiatif pemerintah desa; (VI) model integrasi wakaf dengan inisiatif
land reform dari bawah; (VII) model integrasi wakaf dengan program land
reform dari pemerintah; (VIII) model konsolidasi lahan perkotaan untuk
penataan permukiman rakyat; dan (IX) model mitigasi bencana dan/atau
penanganan pasca-bencana

Mengingat keterbatasan ruang, penulis akan menguraikan satu model
wakaf agraria saja, yaitu konsolidasi lahan pertanian berbasis wakaf (model
IT). Dalam model ini, tujuan wakaf adalah untuk menyatukan lahan-lahan
pertanian skala kecil dan gurem—yang secara skala ekonomi tidak efisien
lagi, dan yang terancam dijual karena berbagai alasan—menjadi satu unit
usahatani dengan skala lebih besar sehingga dapat dikelola secara terpadu,
efisien dan modern. Model ini bisa diwujudkan dengan pewakafan bersama
(joint wagf) oleh para pemilik lahan kecil dan gurem atas lahan mereka
yang berada dalam satu hamparan dan saling bersebelahan. Penerima harta
wakaf ini adalah lembaga yang mereka dirikan bersama-sama (dapat
berupa koperasi, yayasan, badan usaha, serikat tani atau bentuk lainnya)
yang sekaligus akan menjadi pengelola (nazhir) dari tanah wakaf tersebut.
Pewakafan ini dapat bersifat berbatas waktu (waqf muagqat), misalnya 10
tahun saja, atau bisa juga untuk selama-lamanya (waqf muabbad).*” Dalam

42 Lihat: Mohamad Shohibuddin, Wakaf Agraria, p. 63-73 dan Mohamad Shohibuddin,
“Mempertimbangkan Wakaf” p. 325-329. Untuk mengetahui secara sepintas lalu kesembilan model
wakaf ini, silahkan dicermati ringkasannya pada Lampiran 2.

43 Mengenai perbedaan jangka waktu wakaf ini, lihat: Mohamad Shohibuddin, “Wakaf Berjangka
untuk Pembaruan Tenurial Skala Desa” dalam Adi D. Bahri dan Mohamad Shohibuddin, ed. Perjuangan
Keadilan Agraria: Inspirasi Gunawan Wiradi, (Bogor, Bandung, Jakarta, Yogyakarta: Sajogyo Institute,
PSA IPB, Akatiga, Bina Desa, STPN Press, 2020), p. 105-110.
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kedua kasus jangka waktu pewakafan ini, secara tegas harus diikrarkan
bahwa para penerima manfaatnya adalah pemilik lahan semula dan/atau
para ahli warisnya.

Selain untuk mencegah proses fragmentasi lahan yang pada akhirnya
akan berujung pada pelepasan lahan sama sekali, wakaf model konsolidasi
ini juga penting untuk merespons program korporasi petani yang sedang
dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Saat ini Rancangan Peraturan
Presiden (Raperpres) tentang korporasi petani bahkan sedang digodok
pemerintah. Sayangnya, apa yang pemerintah bayangkan tentang konsep
ini adalah sebatas pengembangan korporasi berbasis komoditas unggulan
yang justru sangat bias kepentingan petani kaya dan pengusaha. Apabila
pendekatan inilah yang nanti dituangkan ke dalam Raperpres, maka nasib
petani kecil/gurem dengan lahan di bawah 2 ha akan kian termarginalkan.
Hal ini hanya akan mengulang kembali kisah exclusion by programme
seperti terjadi saat pelaksanaan kebijakan Revolusi Hijau di masa Orde
Baru yang ternyata lebih menguntungkan kepentingan petani kaya dan
elite desa.

Korporasi petani berbasis wakaf dengan model konsolidasi ini dapat
dijadikan sebagai solusi karena ia dilandaskan pada kepentingan petani
skala kecil dan gurem. Melalui mekanisme pewakafan bersama oleh para
petani marginal ini, maka akan terhimpun bentangan lahan sawah yang
cukup luas (misalnya: 5 ha, 7 ha, 10 ha atau 15 ha) yang berada dalam satu
hamparan dan dapat dikelola sebagai satu kesatuan usahatani. Hal ini
akan mengatasi persoalan kronis ketersediaan lahan petani yang sering
dikeluhkan para perancang kebijakan “korporasi petani”. Dari sini, maka
dimungkinkan untuk mengembangkan program “korporasi petani” yang
melibatkan dukungan pemerintah dan partisipasi sektor swasta. Bedanya
dari pendekatan konvensional adalah: korporasi dengan model wakaf ini
berbasis pada petani marginal itu sendiri dan peduli pada kepentingan
mereka. Jadi, berbeda dari model korporasi petani yang lebih mewakili
kepentingan para petani kaya dan elite desa maupun kepentingan pemilik
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modal besar dari kota.*

Satu catatan penting perlu disajikan di sini untuk menutup uraian
mengenai wakaf agraria. Kendati wakaf adalah skema yang berdasarkan
hukum Islam, namun tidak berarti bahwa pelaku wakaf atau penerima
manfaatnya terbatas untuk umat Islam semata. Selama wakaf itu tidak
ditujukan untuk sarana dan prasarana peribadatan Islam (seperti masjid,
mushala, pemakaman Muslim dan sejenisnya), melainkan ditujukan untuk
pemberdayaan sosial-ekonomi bagi masyarakat secara luas, maka wakaf
merupakan skema yang sepenuhnya bersifat inklusif. Dengan kata lain,
wakaf dengan tujuan yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan universal
(al-birr) terbuka untuk dilakukan oleh seorang non-Muslim; demikian juga,
manfaatnya dapat diberikan kepada kalangan non-Muslim.* Hal inilah
yang membedakan skema wakaf ini dari zakat di mana baik pelaku
maupun penerimanya terbatas pada kalangan umat Islam semata.

Simpulan

Berdasarkan kerangka teoritis seputar “dialektika akses dan eksklusi” serta
implikasinya pada perjuangan akses dan kontra-eksklusi, artikel ini telah
memperlihatkan bagaimana Islam Nusantara ternyata telah terlibat dalam
merespons pergulatan agraria yang dialami masyarakat sebagai perwujudan

44 Sebenarnya, korporasi petani berbasis wakaf yang berasal dari hasil konsolidasi lahan skala kecil dan
gurem ini (model II) adalah satu model saja yang dapat dikembangkan. Masih ada tujuh model lain yang dapat
dikembangkan, yaitu dengan menyasar: lahan yang diwakafkan dalam rangka mencegah fragmentasi (model
1); lahan yang diwakafkan oleh donatur utama (model III); lahan wakaf yang diperoleh dari penggalangan
crowd funding (model IV); lahan wakaf desa yang diwujudkan melalui inisiatif pemerintah desa (model V
dengan dua skema); lahan hasil pewakafan bersama atau pewakafan lahan kolektif yang sumbernya berasal dari
inisiatif land reform dari bawah (model VI) atau dari program land reform pemerintah (model VII); dan lahan
hasil pewakafan bersama di lokasi rawan bencana atau terdampak bencana (model IX).

Secara ringkas, uraian mengenai pengembangan korporasi petani berbasis wakaf melalui kesemua
model di atas dapat dicermati pada Lampiran 3.

45 Lihat: Muhammad Abu Zahrah, Muhddlarat fi al-Waqf, (tanpa tempat terbit: Ahmad
‘Ali Mukhaymar, 1959), p. 97-98. Meskipun demikian, UU Wakaf menyatakan bahwa saksi dalam ikrar
wakaf dan nazhir yang mengelola harta benda wakaf tetap disyaratkan harus beragama Islam. Hal ini
untuk memastikan bahwa peruntukan dan pengelolaan harta benda wakaf tidak melanggar ketentuan
hukum Islam. Namun, dalam hal pelaku wakaf dan penerima manfaatnya, tidak ada persyaratan harus
beragama Islam.
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dari dua agenda pokoknya: pribumisasi dan transformasi. Keterlibatan ini
ditunjukkan melalui bagaimana pergulatan dalam merespons “tantangan
akses” dan “ancaman eksklusi” tercermin dengan cukup menonjol dalam
berbagai artikulasi Islam Nusantara, mulai dari level keluarga hingga level
relasi sosio-agraria yang lebih luas di ranah masyarakat. Selain itu, artikel ini
secara khusus juga mengulas ijtihad agraria yang dikeluarkan NU, termasuk
menjernihkan berbagai isu kontroversial mengenai hubungan NU dan land
reform. Akhirnya, artikel ini juga mengusulkan pengembangan wakaf
agraria sebagai skema alternatif dalam mewujudkan agenda perjuangan
agraria, dan sekaligus diajukan sebagai sebuah terobosan baru ijtihad agraria
Islam Nusantara.

Terobosan baru semacam wakaf agraria ini penting untuk digali dan
dikembangkan mengingat salah satu masalah genting yang terjadi di
Indonesia dewasa ini adalah makin menajamnya kondisi ketimpangan
agraria. Hal ini terjadi baik menyangkut ketimpangan dalam “distribusi
lahan”diantarasesamapetanisendirimaupunketimpangandalamkebijakan
“alokasi lahan” dari pemerintah antara yang diberikan kepada korporasi
besar dan yang disediakan untuk rakyat.* Hal yang mencengangkan adalah
bahwa tingkat ketimpangan agraria yang terjadi selama dua dekade terakhir
di bawah rezim reformasi ini ternyata telah jauh melampaui kondisi yang
terjadi selama tiga dekade di bawah rezim Orde Baru.

Sebagai misal, berdasarkan data yang dikeluarkan Lembaga Penjamin
Nasabah (hingga Oktober 2017), 56,87% simpanan uang di lembaga
perbankan nasional dikuasai oleh hanya 0,11% pemilik “rekening gendut”
dengan nilai tabungan di atas Rp 2 miliar.*” Akumulasi kekayaan semacam
ini diduga berkaitan erat dengan kondisi satu dekade sebelumnya (2007)
di mana, dengan proporsi yang hampir sama, 56% aset agraria nasional

46 Mengenai dua jenis ketimpangan agraria ini dan bagaimana kondisinya di Indonesia saat ini, lihat
penjelasannya dalam Mohamad Shohibuddin, Ketimpangan Agraria di Indonesia.

47 Data ini disajikan dalam Megawati Institute, Hasil Riset Oligarki Ekonomi, (Jakarta: Megawati
Institute, 2017).
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dikuasai oleh hanya 0,25% penduduk Indonesia.*® Ketimpangan yang sangat
njomplang semacam ini tentu bertentangan dengan spirit dasar gerakan
reformasi itu sendiri untuk mewujudkan demokratisasi di bidang ekonomi
(bukan hanya politik), dan terutama sekali juga mengingkari cita-cita dasar
kemerdekaan negara kita seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945.

Kenyataan ironis ini tentu harus menjadi kepedulian utama dalam
pengembangan wacana dan praktik Islam Nusantara di masa depan.
Mengabaikan kenyataan struktural ini bukan saja merupakan pengingkaran
atas peran penting Islam Nusantara di lapangan agraria, seperti diuraikan
di sepanjang paparan artikel ini. Lebih jauh lagi, pengabaian itu juga akan
melalaikan agenda Islam Nusantara yang kedua, yakni transformasi. Jika
hal ini terjadi, Islam Nusantara akan kehilangan relevansi sosial, ekonomi
dan politiknya di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, berbagai klaim
keunggulan Islam Nusantara sebagaimana sering disuarakan selama
ini akan menjadi jargon kosong belaka. []

48 Lihat: Joyo Winoto, "Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum dalam Rangka
Mewujudkan Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat." Kuliah Umum disampaikan di Balai
Senat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 22 November 2007.
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Lampiran 2. Sembilan Model Wakaf Agraria
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